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Pasal 59 

(1) Peijanjian keija untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu 
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 
tertentu, yaitu: 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama 
dan paling lama 3 (tiga) tahun; 

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan bam, atau produk 
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 
bersifat tetap. 

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat 
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali 
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, 
paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah 
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja^uruh yang bersangkutan. 

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi 
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu 
yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 
(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum 
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri. 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 


15. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 


Pasal 59 


(1) Peijanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat 
dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menumt jenis dan 
sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam 
waktu tertentu, yaitu: 

a. pekerjaan yang sekali selesad atau yang sementara 
sifatnya; 

b. pekeijaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam 
waktu yang tidak terlalu lama; 

c. pekerjaan yang bersifat musiman; 

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk bam, 
kegiatan bam, atau produk tambahan yaing masih 
dalam percobaan atau penjajakan; atau 

e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya 
bersifat tidak tetap. 

(2) Peijanjian kerja untuk waktu tertentu tidaik dapat 
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), maka demi hukum menjadi perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau 
kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu 
perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur 
dengan Peraturain Pemerintah. 


Batas waktu kontrak PKWT dihapus jadi PKWT 
tidak periu diangkat menjadi pegawai tetap 
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Pasal 61 

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila: 

a. pekerja meninggal dunia; 

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
atau 

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan 
berakhirnya hubungan kerja. 

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak 
atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. 

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi 
tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan 
yang tidak mengurangi hak-hak pekerja^uruh. 

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha 
dapat mengakhiri per-janjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. 

(5) Dalam hal pekerja^uruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak 
mendapatkan hak haknya se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama. 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 


16. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 


Pasal 61 


(1) Perjanjian kerja berakhir apabila: 

a pekerja/bumh meninggal dunia; 

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. selesainya suatu pekerjaan tertentu; 

d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap; atau 

e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang 
dicantumkan dalaim perjanjian kerja, peraturan 
peiiasahaan, atau perjanjian kerja bersama yang 
dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya 
pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang 
disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. 

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak 
pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, 
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan 
yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. 

(4) Dalam hal pengusaha oraing perseorangan meninggal 
dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian 
kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. 

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris 
pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak 
yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 


Kontrak dapat diputus ketika pekerjaan dinilai 
selesai, walaupun masih daiam masa kontrak 
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Pasal 64 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja^uruh 
yang dibuat secara tertulis. 


Pasal 65 

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan 
melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis 

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; 

c. mempakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

(2) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum. 

(3) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja^uruh pada pemsahaan lain 
sebagaimana dimak-sud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan 
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

(5) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja^uruh 
yang dipekerjakannya. 

(6) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. 

(7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak 
terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja^uruh dengan perusahaan 
penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja^uruh dengan 
perusahaan pemberi pekerjaan. 

(8) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja^uruh dengan pemberi 
pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 

18. Ketentuan Pasal 64 dihapus. 

19. Ketentuan Pasal 65 dihapus. 


Peraturan dan syarat-syarat outsourcing 
dihapus, termasuk kewajiban perlindungan 
pekerja outsourcing, sehingga outsourcing 
dapat diiakukan bebas syarat 
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Pasal 78 

(1) Pengusaha yang mempekeijakan pekega/bumh melebihi waktu keija sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 

a. ada persetujuan pekeija/buruh yang bersangkutan; dan 

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 
(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

(2) Pengusaha yang mempekeijakan pekeIja^uruh melebihi waktu kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. 

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak 
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 


22. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 


Pasal 78 


(1) Pengusaha yang mempekeijakan pekerja/buruh melebihi 
waktu keija sebagaimana dimaksud d^am Pasal 77 ayat 

(2) harus memenuhi syarat: 

a ada persetujuan pekeija/buruh yang bersangkutan; 
dan 

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling 
lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 
(delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

(2) Pengusaha yang mempekeijakan pekeija/buruh melebihi 
waktu keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
membayar upah keija lembur. 

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha 
atau pekeijaan tertentu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan 
upah keija lembur diatur dengan Peraturan Pemerintah. 


Batas maksimum lembur diperpanjang 
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Pasal 79 

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekeija^uruh. 

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: 

a. istirahat antara jam keija, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekeija selama 
4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam keija; 

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari keija dalam 1 (satu) minggu 
atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kega dalam 1 (satu) minggu; 

c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kega setelah pekeIja^uruh 
yang bersangkutan bekeija selama 12 (dua belas) bulan secara tems menerus; dan 

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun 
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekega^uruh yang telah 
bekega selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama 
dengan ketentuan pekega/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat 
tahunannya dalam 2 (dua) tahun begalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap 
kelipatan masa kega 6 (enam) tahun. 

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c 
diatur dalam peijanjian keija, peraturan pemsahaan, atau peijanjian kega bersama. 

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku 
bagi pekega/buruh yang bekeija pada perusahaan tertentu. 

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan 
Menteri. 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 


23. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunjd sebagai 
berikut: 

Pasal 79 

(1) Pengusaha wajib memberi: 
a waktu istirahat; dan 

b. cuti. 

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling 
sedikit meliputi: 

a istirahat antara jam keija, paling sedikit setengah 
jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus 
menerus dan waktu istirahat tersebut tidak 
termasuk jam keija; dan 

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari 
keija dalam 1 (satu) minggu. 

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang 
wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti 
tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari keija setelah 
pekeija/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 
(dua belas) bulan secara terus menerus. 

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau peijanjian kerja bersama. 

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu 
dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peijanjian 
kerja bersama. 


Peraturan libur 2 hari dalam seminggu dihapus 
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Pasal 88 

(1) Setiap pekeija/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. 

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menet^kan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekeIja^uruh. 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekeija/buruh sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) meliputi: 

a. i 5 )ah rninimurn; 

b. upah keija lembur; 

c. upah tidak masuk keija karena berhalangan; 

d. upah tidak masuk keija karena melakukan kegiatan lain di luar pekeijaannya; 

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat keijanya; 

f. bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

L struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. upah untuk peihitungan pajak penghasilan. 

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan meimperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 

25. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal 
yakni, Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 
88E sehingga berbunyi sebagai berikut: 

[...] 

Pasal 88B 

(1) Upah ditetapkan berdasarkan: 
a satuan waktu; dan/atau 
b. satuan hasil. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan 
satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 


Memberi kebebasan menentukan upah 
berdasarkan waktu (misal per Jam) atau hasil 
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Pasal 89 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a d^at terdiri 
atas: 

a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 

b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian 
kebutuhan hidup layak. 

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur 
dengan menq)erhatikan rekomendasi dari Dewan Pengiq)ahan Provinsi dan/atau 
BupatiAValikota. 

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 


Pasal 88C 

(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. 

(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum 
kabupaten/kota dengan syarat tertentu. 

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi 
dan ketenagakerjaan. 

(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada 
kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum 
provinsi. 

(6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang 
bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang 
statistik. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan 
upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

[...] 

26. Ketentuan Pasal 89 dihapus. 


Upah minimum kabupaten/kota ditentukan 
Gubernur tanpa perlu masukan Bupati/Walikota 
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Pasal 90 

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89. 

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 

[...] 

Pasal 95 

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekeija/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya 
dapat dikenakan denda. 

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan 
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah 
pekeIja^uruh. 

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekeija/buruh, 
dalam pembayaran upah. 

(4) Dalam hal perusihaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekeija/buiuh 
mempakan utang yang didahulukan pem-bayarannya. 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 


27. Ketentuan Pasal 90 dihapus. 

[...] 


33. 


Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbun 3 ri sebagai 
berikut: 

Pasal 95 


(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh 
pekeija/buruh merupakan utang yang didahulukan 
pembayarannya. 

(2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran 
kepada semua kreditur. 

(3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua 
kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan 
kebendaan. 


Tidak lagi ada larangan bagi pengusaha yang 
membayar upah di bawah upah minimum dan 
tidak lagi ada denda bagi pengusaha yang telat 
membayar upah 
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Tidak ada pasal bersangkutan 


Memberi kebebasan untuk pemutusan 
hubungan kerja (PHK) termasuk atas dasar 
“melakukan efisiensi” dan mangkir. Untuk 
mangkir, sebelumnya perusahaan tidak boleh 
langsung PHK namun harus memberi surat 
panggilan, berdasarkan Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep. 
232/Men/2003 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 


42. Di antara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) 

pasail yakni Pasal 154A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 154A 

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: 
a perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; 

b. perusahaan melakukan efisiensi; 

c. perusahaan tutup yang disebabkan karena 
perusahaan mengalami kerugian; 

d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan 
memaksa (force majeur). 

e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban 
pembayaran utang; 

f. perusahaan pailit; 

g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan 
pekerja/buruh; 

h. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan 
sendiri; 

L pekerja/buruh mangkir; 

j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan 
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 

k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib; 

L pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau 
cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat 
melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 
12 (dua belas) bulan; 

m. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau 

n. pekerja/buruh meninggal dunia. 

(2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan alasan 
pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 
bersama. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata 
cara pemutusan hubungan kerja diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 161 

(1) Dalam hal pekeija^uruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat 
melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja^uruh yang 
bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut- 
turut 

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk 
paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan 
pemsahaan atau perjanjian kerja bersama. 

(3) Pekerja^uruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang pen^argaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat (4). 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 

50. Ketentuan Pasal 161 dihapus. 


Kewajiban bagi pengusaha untuk mengirim 
surat peringatan 3x sebeium PHK dihapus 
sehingga pekerja dapat iangsung di PHK 
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Pasal 162 

(1) Pekeija/bumh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, men 5 )eroleh uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

(2) Bagi pekelja^uruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan 
fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima 
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang 
besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam peijanjian keija, peraturan perusahaan atau 
peijanjian keija bersama. 

(3) Pekeija/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
memenuhi syarat: 

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 

b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 

c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. 

(4) Pemutusan hubungan keija dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri 
dilakukan tanpa pene-t^an lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 


Pasal 162-170 memberikan hak pesangon untuk beragam 
kondisi dan dapat dilihat lengkapnya di UU No.13/2003 


Omnibus Law Pasal 81 (merevisi UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 

51. Ketentuan Pasal 162 dihapus. 

52. Ketentuan Pasal 163 dihapus. 

53. Ketentuan Pasal 164 dihapus. 

54. Ketentuan Pasal 165 dihapus. 

55. Ketentuan Pasal 166 dihapus. 

56. Ketentuan Pasal 167 dihapus. 

57. Ketentuan Pasal 168 dihapus. 

58. Ketentuan Pasal 169 dihapus. 

59. Ketentuan Pasal 170 dihapus. 


Pekerja yang mengundurkan diri tidak iagi 
berhak atas uang penggantian hak (termasuk 
hak cuti, biaya perumahan, dan biaya 
perawatan yang belum diambil). Ketentuan- 
ketentuan hak pesangon dihapus. 





